pERATURAN TENTANG PENANGGUNGAN pAp,

JAK PEND
DAN PADJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGE APATAN

(p.P. No. 29 th. 1954 tgl. 9 April, diund, p

ada tgl. 15 April 1954 dl.r
L.N. No. 48/54). ;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa gadji pegawai Negeri pada dewasa in; tidak la
; biaja hidup sehari-hari;
p. bahwa dirasa perlu mengadakan peraturan seme
~ pgankan beban para pegawai Negeri;
¢. bahwa salah suatu beban jang dipandan
pembajaran padjak peralihan

gi seimbang dengan
ntara guna sekedar meri-

g berat bagi para pegawai ialah
1) dan/atau padjak upah kepada Negara;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementa
pasal 3 huruf n Ordonansi Padjak Peralihan
Padjak Upah;

ra Republik Indonesia,
1) tahun 1944 dan Ordonansi

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-44 pada tanggal 6
April 1954;

Memutuskan:
» Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penanggungan Padjak Peralihan 1) dan Padjak
Upah bagi pegawai Negeri oleh Negara,

P. 1. Negara Republik Indonesia menanggung Padjak Peralihan 1) dan
Padjak Upah bagi pegawai Negeri jang bekerdja aktip hingga djumlah jang
ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini.

P, 2. Jang dimaksudkan dengan pegawai dalam Peraturan ini ialah pegawai
Negeri Republik Indonesia, termasuk mereka jang bekerdja pada Daerah
Otonom, jang digadji menurut Peraturan Gadji Pegawai ,,P.G.P.-1948” 2) seba-
gaimana telah diubah dan ditambah, dan menurut Bezoldigingsregeling Burger-
lijke Landsdienaren (,B.B.L.-1938") jo. Betalingsregeling Ambtenaren en
Gepensionneerden (.B.A.G.-1949"), pula jang digadji menurut Peraturan Gadji

jang dapat disamakan dan tingkatnja sama dengan peraturan tersebut bela-
kangan,

P.3. (1) Padjak jang mendjadi tanggungan Negara seperti termaksufd
dalam pasal 1 diatas, berdjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih
jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan upah jang dib_ebanka:n pada ke-
uangan Negara (ketjuali jang diperoleh dalam mata uang Ie}m dari pada 'ma:a
Uang Indonesia) dengan ketentuan, bahwa djikalau padjaknja kurang dari 5%
maka padjak seluruhnja ditanggung oleh Negara.

) Batja kini: Padjak Pendapatan (L.N,.41/1957). "
" Batja kini: P.G.P.N.-1955 (L.N. No. 48/1955 jo. 75/55).
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(2) Terhadap masa-padjak jang kurang dari dua belas bul"cm, l'naka diun.nlah
maximum ini dikurangi dengan imbangannja menurut banjaknja bulan jang
kurang dari 12 bulan itu.

P. 4. Penghasilan tambahan jang diperoleh pegawai tersebu.t fia]am pasal 1
karena penanggungan padjak oleh Negara menurut Perat.uran ini, dalam men:
djalankan peraturan padjak peralihan dan padjak upah, tidak dianggap sebagai
pendapatan dan upah.

P. 5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selandjutnja diserahkan kepada
Menteri Keuangan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan
berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954,

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 564).
Pendjelasan Umum.

Dalam keadaan dewasa ini, dimana harga barang-barang keperluan hidup sehari-hari
membubung tinggi, sangatlah sulit bagi pegawai Negeri umumnja uniuk  memenuhi
kebutuhannja sehari-hari dengan gadji jang diterimanja.

Guna sekedar meringankan beban tersebut, maka Pemerintah mentjari djalan untuk
menambah penghasilan para pegawainja. Menaikkan gadji-pokok pegawai Neveri pada dewasa
ini dirasa bukan djalan jang sebaik-baiknja, mengingat akibatnja nanti didalam masjarakat,
Suatu hal jang dirasakan sebagai beban oleh pegawai Negeri antara lain aal
pembajaran padjak peralihan atau padjak upah jang diambil dari gadjinj

Setelah dipertimbangkan semasak-masaknja, Pemerintah mengambil keputusan untuk

menanggung padjak peralihan atau padjak upah jang dikenakan kepada pegawai Negeri buat
sebagian atau buat seluruhnja.

ah potongan guna
a. .

Dalam pada itu dipandang adil, bahwa bantuan ini hanja diberikan kepada pegawai
jang masih bekerdja aktip dan digadji berdasarkan Peraturan Gadji
dewasa ini. dan tidak diluaskan sampai kepada mereka jang dalam keadaan snon-aktip”’
dan bekas pegawai Negeri jang telah diperhentikan dari djabatan Negeri dengan berhak
menerima pensiun, dan pegawai Negeri jang digadji menjimpang dari Peraturan-peraturan
Gadji jang berlaku.

Demikian pula Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap pegawsi R,
atau ditempatkan diluar negeri dan menerima gadjinja dalam mat
gadji pegawai jang dibajar dengan mata uang asing telah dapat memenuhi kebutuhan pegawai .

" untuk penghidupannja dinegeri asing.

Maka Peraturan ini djuga tidak berlaku bagi pegawai Negeri j

daerah Riau dan menerima gadjinja dalam mata uang Straits-doll

Negeri
jang berlaku pada

jang berada
4 uang asing. Umumnja

ang dipekerdjakan didalam
ar,

Pendjelasan pasal demi pasal
P. 1: Maksud Peraturan ini ialah untuk memberikan sekedar bantuan kepada pegawai
Negeri jang masih bekerdja aktip dan digadji menurut Peraturan-peraturan Gadji jang
tidak mudah dirobah-robah dan tidak dapat setiap wakitu disesuaikan dengan kead
Sebagaimana diuraikan dalam pe

aan.
. : ndjelasan umum diatas bekas pegawai jang menerima
pensiun, tundjangan dan sebagainja tidak termasuk Peraturan inj

: . i. Djuga pegawai jang

menerima uang tunggu diketjualikan daripada Peraturan ini, oleh sebab pegawai jang

menerima uang tunggu itu dianggap nmiempunjai kesempatan dan keleluasaan ‘ waktu untuk

mentjari tambahan nafkah karena tidak terikat oleh djam-bekerdja dan djabatannja

peferrgjlk::nj pu}i\ h'ajlnja g?ngz;ln pigawai jang diperhentikan untuk sementara waktu' dari
€rdjaannja atau jang diperhentikan da j i

ketentuan lebih landjut berdasarkan Pcrah:ia: e e el vy

Pemerintah Nr. 8 tahun 1952 jo., Peraturan
Pemerintah Nr 26 tahun 1953, dengan mendapat bagian gadjinfa. u 52 jo. Peratur
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Dalam pada itu dianggap masih aktip bekerdja, pegawai jang diberikan istirahat dalam
Negeri: i

a. karena sakit, baik jang menerima gadji penuh, maupun jang menerima sebagian gadji,
b. karena alasan penting,

¢. sebagal liburan dan’
d. sebagai istirahat-besar.

P. 2: Pegawai pada Kantor Dana Pensiun, jang didirikan untuk pegawai Negeri dan/atau
pegawai Daerah Otonom, jang digadji menurut Peraturan-peraturan Gadji tersebut pada
pasal 2, dianggap sebagal pegawai Negeri menurut Peraturan ini.

Mereka jang tidak digadji menurut Peraturan-peraturan Gadji jang dimaksud diatas ataupun
jang digadji menjimpang daripada Peraturan-peraturan Gadji tersebut (misalnja pekerdja-
Negeri jang diberi upah menurut Peraturan upah setempat, pegawai Negeri bulanan ,slidake
organik” dan sebagainja), diketjualikan dari Peraturan ini. Djuga Pegawai Negeri jang
.dipekerdjakan pada Jajasan atau Bank Pemerintah, jang gadjinja telah ditambah
menurut peraturan tersendiri, dipandang sebagai pegawai Negeri jang digadji menjimpang
daripada Peraturan-peraturan Gadji itu.

Peraturan Gadji jang dapat disampaikan atau tingkatnja sama dengan . P.G.P. — 1948”
jalah misalnja Peraturan Gadji Militer (,,P.G.M. — 1950”") jo. Peraturan sementara tentang
Penetapan Gadji Tentera Angkatan Darat (Peraturan Pemerintah Nr 50 tahun 1951).

P. 3: Padjak jang ditanggung oleh Negara adalah 50, dari pendapatan bersih. Jang
dimaksud dengan pendapatan bersih disini ialah gadji-pokok (termasuk tambahan peralihan)
ditambah dengan tundjangan anzk dan tundjangan kemahalan dan djika ada gadji minimum
keluarga, setelah dikurangi dengan djumlah potongan untuk juran-iuran pensiun dan pensiun
djanda dan anak jatim-piatu.

Djadi pegawai jang padjaknja berdjumlah 5% dari pendapatannja bersih atau kurang,
dibebaskan seluruhnja dari pembajaran padjak peralihan atau padjak upah.

Dalam pendjelasan umum telah diuraikan, mengapa diketjualikan pegawai jang menerima
pembajaran gadji dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia,

P. 4: Dengan ditanggungnja padjak pegawai Negeri oleh Pemerintah, maka pegawai
bersangkutan pada hakekatnja menerima penghasilan lebih dari semula.

Walaupun demikian, tambahan penghasilan ini tidak dikenakan padjak.
P, 'S: Tjukup djelas.

P. 6: Diletapkan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954 agar supaja sesuai dengan
tahun-padjak.
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